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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Eksekusi 

Eksekusi pembayaran pidana denda dilakukan oleh kejaksaan selaku 

eksekutor, dimana kejaksaan diberi wewenang oleh Undang-undang 

untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim sesuai 

dengan Undang-undang tentang kejaksaan.  Kejaksaan melaksanakan 

tugasnya setelah keluarnya putusan pengadilan yang sudah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

2. Kendala  

a. Kendala Internal : Kejaksaan kesulitan dalam menemukan arus atau arah 

uang hasil dari tindak pidana korupsi yang tersebar kebanyak pihak, baik 

itu keluarga terpidan sendiri maupun orang lain. Kejaksaan diberikan 

tenggangan waktu yang sangat singkat untuk bernegosiasi dengan 

terpidana. 

b.  Kendala eksternal : Terpidana tidak dapat mengembalikan uang negara. 

Terpidana hanya bisa mengembalikan setengah dari putusan yang telah 

dikeluarkan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
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B. Saran  

1. Terkait dengan kejaksaan diberikan tenggang waktu yang sangat singkat 

untuk bernegosiasi dengan terpidana, hendaknya jaksa setelah keluarnya 

putusan hakim dalam perkara tersebut jaksa harus langsung bernegosiasi 

dikarnakan terpidana apakah bisa untuk mengembalikan kerugian uang 

negara yang telah diambil oleh terpidana,  biasanya terpidana tidak dapat 

mengembalikan kerugian uang negara tersebut karena banyak pihak yang 

terlibat dalam kasus tersebut.
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